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Sambutan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Beat

BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertugasbeamenang dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuanggar&eesuai Pasal
23E UUD 1945, Paket Undang-Undang tentang keuanggara pada tahun
2003-2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK galizengganti UU

No. 5 Tahun 1973 telah memperkuat peran dan pB$i8i sebagai satu-
o satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang the@banandiri.

Memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal Z3) Gang menyatakan Badan
Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota neghma, memiliki perwakilan disetiap

provinsi, maka pada tanggal 26 Oktober 2007 telmbschikan Perwakilan BPK Provinsi

Sumatera Barat. Peresmian kantor tersebut berdasakkputusan BPK-RI No.39/K/I-

VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Orgasisdan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagainstatadiubah dengan Keputusan BPK RI
No.3/K/I-XII1.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bertugas enié&sa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatarat, BKota/Kabupaten di Provinsi
Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkaitindjklngan entitas tersebut di atas,
termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpadbilkeéinAKN.

Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan nagara mencapai tujuan negara, BPK RI
telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2IAGyANg merupakan Renstra ketiga BPK
RI. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Baratupakan turunan dari Renstra BPK
yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuanegim BPK.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi SumateraaBpada Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat sebelumnya (2011-2015grhdaircapainya visi dan misi BPK yaitu
menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang kredilvg y@enjunjung nilai-nilai dasar untuk
berperan aktif dalam mendorong tata kelola keuamigemah yang akuntabel dan transparan.
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini WajBanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 disusun denganberikan titik berat pada isu
strategis antara lain: (1) peningkatan kualitas! pgsneriksaan BPK; (2) peningkatan tindak
lanjut dan manfaat hasil pemeriksaan BPK; (3) pghdtan relevansi pemeriksaan BPK dengan
harapan pemangku kepentingan; (4) penyempurnaseproisnis dan tatakelola organisasi
BPK dengan penggunaan sistem dan teknologi infarmsada (5) peningkatan kompetensi dan
penataan SDM.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK Perwakifxovinsi Sumatera Barat yaitu
peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi SumaBaet dalam mendorong pengelolaan
keuangan daerah untuk pencapaian tujuan negaragRatan peran tersebut dilakukan dengan
peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaga peningkatan mutu kelembagaan BPK
modern yang memanfaatkan sistem dan teknologirnrdsr.

Kepala Perwakilan

Eldy Mustafa
NIP 195609181986021001
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BAB |
Pendahuluan

A. Kondisi Umum
1. Kedudukan Satker

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu gambang bebas dan mandiri yang
bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jagwednigan negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badareflesa Keuangan. BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsak$zia BPK yang berada di bawah AKN V
dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melaidiama Keuangan Negara V.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyaasu memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintam§lr®umatera Barat, Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembadaitedi lingkungan entitas tersebut di atas,
termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpadilkeéinAKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilavifsi Sumatera Barat menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BfNéllan Provinsi Sumatera Barat dengan
mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkancana implementasi rencana strategis
BPK;

b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Profinsiatera Barat berdasarkan rencana
aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Pro8nmatera Barat;

c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaagelptaan dan tanggung jawab keuangan
daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsicera Barat;

d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendati@atake pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakhnB®K Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, PenaaikKinerja, dan Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu;

e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakaatkegpemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan lpagiaup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat;

g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerudperah pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah hDaeva DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Rsb@umatera Barat;

i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkygs BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pesemiang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan yr@matperundang-undangan;

j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemankdalam rangka penyusunan Sumbangan
IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi &w@ma Barat, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK umaoleh pemeriksa yang bekerja dan
atas nama BPK;



k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pad&ulntugas BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat dengan aparat pengawasan intedwkepétas terperiksa;

I. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pksaam pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat;

m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingiggs BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemnakgpentingan yang diperlukan
karena sifat pekerjaannya;

n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mdogg unsur tindak pidana korupsi
dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepadm® Binbangkum;

0. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidanapki untuk disampaikan kepada
instansi penegak hukum;

p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyart@knologi informasi, prasarana
dan sarana, serta administrasi umum;

g. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP padhup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat;

r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Rdilan Provinsi Sumatera Barat;

s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepalda BP

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pksa@an BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemefintdinstansi pemerintah yang
diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), dasyarakat di wilayah Provinsi Sumatera
Barat serta internal BPK.

. Isu Strategis

Kerangka pengembangan Renstra BPK Perwakilan Rio8umatera Barat ditindaklanjuti dengan
analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPKkumenggali isu-isu strategis yang dihadapi
dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada limfeunamendatang. Berdasarkan hasil analisis
SWOT, pelaksanaaan program reformasi birokrasia sperkembangan lingkungan internal dan
eksternal organisasi, isu-isu strategis yang pipgerhatikan meliputi hal-hal berikut.

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK PerveakilProvinsi Sumatera Barat perlu
ditingkatkan.
Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakalah satu bukti bahwa kualitas
pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh esfitameriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak
lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satenpe keberhasilan upaya BPK untuk
memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampagadéaporan terakhir Tahun 2015, tingkat
tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukapaian yang baik, yang mana,
prosentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomsemasil pemeriksaan baru mencapai 55%.
Peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPKupenknjadi perhatian BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat kedepan agar keberadaan@ftKdirasakan oleh entitas pemeriksaan
maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum belum dikdbmadimanfaatkan untuk memperbesar
dampak pemeriksaan BPK yang mengandung unsur piaeiapsi.
LHP BPK yang mengandung unsur pidana korupsi damfatrugian daerah yang ditindaklanjuti
oleh Aparat Penegak Hukum akan memberikan dampalg yeositif kepada BPK dalam



mendorong percepatan pemberantasan korupsi, untgeilu dijalin hubungan yang erat antara
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan ApaestelBak Hukum dalam rangka memenuhi
permintaan penghitungan kerugian daerah dan/atauimtaan pemberian keterangan ahli.

. Peningkatan Indeks Kepuasan Entitas PemeriksaatKatarja BPK

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pememgiarpemahami dan mempraktekkan nilai-
nilai dasar ke-BPK-an (integritas, indepedensi, deofesionalisme) untuk menjaga kredibilitas
BPK. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersetibgrapkan menghasilkan hasil pemeriksaan
yang bermutu dan bermanfaat bagi entitas dalamajkam pengelolaan keuangan daerah yang
pada akhirnya akan meningkatkan indeks kepuasamrmiesman atas kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan Kompetensi SDM

Pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan tplentat@entful) di bidang
pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi danBRisi Skill Pemeriksa di BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan meldlliat teknis pemeriksaaknowledge sharing
dengan mengundang nara sumber yang kompfetars group discussion danshort course baik

di dalam maupun di luar negeri.

. Landasan Berpikir

Dasar pemikiran penyusunan Renstra BPK Perwakitaxifsi Sumatera Barat 2016-2020 dimulai
dengan mempertimbangkan tugas dan wewenang BPKakRéaw Provinsi Sumatera Barat
sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pemdfiisangan Nomor No.3/K/I-XIII.2/7/2014
tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tatgakeelaksana BPK sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomd/kMieXll1.2/2/2016. Landasan berpikir
berikutnya dalam penyusunan Renstra dimaksud ntefipttimbangan atas manfaat hasil BPK bagi
pemangku kepentingan, antara lain meliputi:

1.

Renstra BPK 2016-2020;

Renstra BPK 2016-2020 berisi visi, misi, tujuan dasaran strategis serta arahan kebijakan
pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan secamg sghingga BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat perlu menyusun dan menetapkan ReRstwakilan sebagai turunan dari
Renstra BPK yang disesuaikan dengan tugas pokolke&aanangan BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat.

Perjanjian Kinerja (PK) Satker TA 2016;

Perumusan target kinerja merupakan langkah awahd#hapan perencanaan kinerja di BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Target kinenjaebut selaras dengan arah dan tujuan BPK
yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK PerwakiRrovinsi Sumatera Barat tahun 2016
mengacu dan sejalan dengan target yang ditetapidamdRenstra BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat, serta memperhatikan kebijakan plesaan tahun 2016-202@p down).

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK;

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Baratshagjalan dan mempedomani SPM BPK.
SPM pada BPK terdiri atas sembilan unsur yaitu pedelensi dan mandat, kepemimpinan dan
tata kelola intern, manajemen sumber daya mansssndar dan metodologi pemeriksaan,
dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemakgkentingan, penyempurnaan
berkelanjutan, hasil dan kinerja pemeriksaan. Urldnerja pemeriksaan tersebut meliputi
tahapan-tahapan pada pemeriksaan yaitu perencgesmaeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan,
supervisi dan reviu, pelaporan hasil pemeriksaaamamtauan tindak lanjut dan evaluasi



pemeriksaan. Alat ukur yang digunakan untuk mendéektivitas tersebut adalah Sistem
Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang merupakaatusgistem yang ditetapkan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK telahgatur SPM secara memadai dan

menyelenggarakannya secara efektif.
. Program Reformasi Birokrasi;

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat jangenpedomani Reformasi yang dilakukan
olen BPK RI yang meliputi empat bidang yaitu refasnkelembagaan atau organisasi, Proses
bisnis, Sumber daya manusia dan kelembagaan. Delegaikian, Renstra yang ditetapkan oleh
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sejalan dengpaya reformasi birokrasi di BPK RI.

. Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2016-2020;

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat jngmpedomani RIR BPK yang merupakan
penjabaran dari Renstra BPK 2016-2020;

. Dokumen lain yang relevan.

Landasan berpikir dalam penyusunan Renstra BPK d&kdem Provinsi Sumatera Barat juga
meliputi standar dan pedoman terkait pelaksanagastudan wewenang BPK serta standar
internasional tentang nilai dan manfaat lembagagpiésa.



Bab Il
Visi, Misi, Nilai Dasar dan Tujuan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebaga@madari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan
strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK s&baga dijabarkan berikut ini.

A. Visi, Misi, Nilai Dasar dan Tujuan Strategis BPK

1. Visi
Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan konasia depan yang diharapkan untuk dicapai
oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seirdengan perkembangan organisasi dan
pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengaeupeskembangan yang terjadi dalam
pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Saat memasuki periodRenstra 2016—2020fokus pengembangan BPK dalam mendorong
perbaikan tata kelola keuangan negara bergeser adauniance yang lebih condong pada
administrasi pengelolaan keuangan negara messsjirance pada capaian substansuicome
dan dampak) atas program pembangunan. Ke depamanfeatan hasil pemeriksaan BPK
diharapkan dapat memberi dampak yang lebih beggirKehidupan berbangsa dan bernegara
dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki &ednij publik dan kualitas belanja dalam
rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, &1 memantapkan pemeriksaan keuangan
berbasis akrual, pemeriksaan kinerja atas prograioritas pembangunan nasional dalam
RPJMN, memfokuskan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tert@PDTT) pada isu aktual dan
permintaan pemangku kepentingan, serta mensinerghetiga jenis pemeriksaan untuk
mendorong kualitas pengelolaan keuangan negarandalagka mencapai tujuan negara. Arah
kebijakan pengembangan kelembagaan BPK ditujukda parbaikan operasional pemeriksaan,
kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan,aigarb tata kelola organisasi, serta
optimalisasi pemanfataan sumberdaya BPK meliputib&r daya manusia, sarana dan prasarana,
pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pemgein dan budaya organisasi, serta
keuangan.

Visi untuk Renstra 2016—2020adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara
untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yag berkualitas dan bermanfaat,
yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yangrgrdi dalam UUD 1945, pemeriksaan
BPK pada periode 2016—2020 akan memastikan bahwaibgengelola keuangan negara telah
menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangyaramn langsung berhubungan dengan
pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda daRmVIN 2015—2019. Pencapaian visi
tersebut akan ditandai dengan meningkatnya marfasi pemeriksaan dan meningkatnya
pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pelagel keuangan negara untuk mencapai
tujuan negara.

2. Misi
UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), menyatakan bahwaikumemeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu BaelmeriRsa Keuangan yang bebas dan
mandiri”. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) UU No. 1&hdn 2003 tentang Keuangan Negara
menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secdil, timat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, loertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan. Penjelasan ayat tereemyatakan bahwa setiap penyelenggara



negara wajib mengelola keuangan negara secata, texdk pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bedang jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terseitasddapat dirumuskavisi BPK adalah:
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kewati@erah secara bebas dan mandiri;
b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang beririgsgrindependen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visirdesi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai
dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar selbagikt.

Integritas Kami membangun nilai integritas dengan bersikajurju
obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, ,nitan
keputusan.

I ndependens Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara

kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalamusehal
yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kahasb
dalam sikap mental dan penampilan dari gangguabadgiii
ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruh
independensi.

Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan merkama
prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermataserta
berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Pencapaian Visi 2016—2020 untuk menjadi pendoroaggelolaan keuangan negara untuk

mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yargialktas dan bermanfaat akan dilaksanakan

melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pésigan dan tanggung jawab keuangan

negara secara bebas dan mandiri serta dengan amd&ks tata kelola organisasi yang

berintegritas, independen, dan profesional. Dalaemastikan tercapainya visi dan misi, maka

ditetapkan dua tujuan strategis yaitu:

a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalamgkea mendorong pengelolaan keuangan
daerah untuk mencapai tujuan negara; dan

b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalamdovemg pengelolaan keuangan daerah
untuk mencapai tujuan negara.

B. Sasaran Strategis Satker
Renstra BPK Rl 2016-2020 menetapkan visi, misi, tdguan strategis BPK. Tujuan Strategis BPK
tersebut dapat dicapai melalui Sasaran Strategig gaukung oleh Satuan Kerja Eselon |I. BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang merupakatoa® Kerja Eselon Il dibawah AKN V
mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V yapgtdlijelaskan dalam gambar Peta Strategi
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dibawabh ini.



Gambar 1. Peta Strategi
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Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis Meatimggk Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusadikator Kinerja Utama (IKU) beserta target
pencapaiannya yang dituangkan dalam PernyataantkemiPencapaian Kinerja (PKPK). Melalui
Sasaran Strategis ini, kondisi ideal yang inginrapa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
adalah memastikan bahwa hasil pemeriksaan bermtabfg semua pemangku kepentingan
termasuk Aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini yargait dengan unsur pidana korupsi dan
terjadi kerugian daerah. Para pemangku kepentii8fad Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintahtéinsi pemerintah yang diperiksa/auditee dan
instansi penegak hukum), dan masyarakat di wildmdvinsi Sumatera Barat serta internal BPK.
Maksud dan tujuan dari Sasaran Strategis ini adalatuk meningkatkan pemanfaatan hasil
pemeriksaan BPK yang digunakan untuk mendorongegdelagn keuangan daerah. Cakupan sasaran
strategis ini meliputi:

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan meningka

Indeks kepuasan auditee terhadap kinerja pemeBiRBameningkat;

Setiap pemeriksaan yang mengandung tindak pidangps$icsegera disampaikan ke APH;

Tingkat permintaan penghitungan kerugian daerageterhi;

Tingkat permintaan pemberian keterangan ahli terdpien

Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang diatieafieoleh Ditama Revbang.

~0 o0 o

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kumaktu lima tahun kedepan area
penyempurnaan akan difokuskan pada pengelolaaregitipemeriksaan dan komunikasi dengan
para pemangku kepentingan.
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Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

A. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi BPK

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditemgalam rangka mencapai sasaran strategis yang
telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercdmadapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016—
2020 sebagai berikut.

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaardengan Kebutuhan dan Harapan
Pemangku Kepentingan

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstt&-22020 adalah untuk meningkatkan relevansi
fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan haraparpearangku kepentingan. Artinya, BPK akan
secara aktif merespon hal-hal yang relevan atauasefengan tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat, harapan para pemangku kepentinganbgabgda-beda, serta tanggap terhadap risiko
yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingo yang diperiksa dengan tetap memelihara
independensi BPK. Oleh karena itu, strategi unt@ndakung arah kebijakan ini adalah dengan
meningkatkan efektivitas komunikasi dengan paragmgku kepentingan BPK dan pengelolaan
strategi pemeriksaan.

Strategi 1.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan prosgsukikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat, sebagai suatu organisasi dalam rangka pdraerkebutuhan dan harapan para pemangku
kepentingan. Sebagaimana tercantum dalam UU No.Tdhun 2006 tentang BPK, bentuk
pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemdagentingan dapat berupa pemberian
pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbabgdadap standar akuntansi pemerintah,
pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerug@gara'daerah, serta pemberian keterangan ahli.
Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, prosesg dilakukan harus dua arah yaitu (1)
komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dagetahuan pemangku kepentingan atas
tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriRyakoMmunikasi harus dapat menjawab
kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingadumpklaksanaan tugas dan kewenangan
BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan paemangku kepentingan yang paham dengan
tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BBKvakilan Provinsi Sumatera Barat dalam
mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepemtipgiaSelain itu, untuk mengoptimalkan

pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BiPKaki&an Provinsi Sumatera Barat akan

meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pehdpi sebagai wujud relevansi pemeriksaan
dengan isu-isu yang berkembang dalam masyaraka geavefleksikan harapan dan kebutuhan
pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan girate akan menjadi input bagi pelaksanaan

Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strg@geriksaan.

Strategi 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemi&saan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalehca@aan yang realistis yang sesuai dengan
kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengapamadan kebutuhan para pemangku kepentingan,
serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung doiemg visi 2016—2020. Strategi
pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapatatiigs: dari perencanaan pemeriksaan lima
tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemerikdaartujuan pemeriksaan strategis tentatif



(tentative strategic audit objective) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.gettaan

strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemerikakan dilaksanakan dengan:

a. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kaktmtan publik, APIP serta pemeriksa
dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerjalkudan atas nama BPK;

b. menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengaetap&an tema pemeriksaan dan fokus
pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jaegiengah (RPIJMN) 2015—2019;

c. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis terfatifative strategic audit objectives) lima
tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai T3}a® harapan pemeriksaan lima tahun untuk
setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang menduapaian visi BPK 2016—2020;

d. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokosepksaan dengan memperhatikan rencana
strategis kementerian/lembaga dan Rencana Pemtmngdangka Menengah Daerah (RPIJMD);

e. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan (RKP) tahder@gan memperhatikan perkembangan
lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untlutuhan pemeriksaan, rencana kerja
pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dakon tahun, rencana kegiatan entitas
pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementeegara/lembaga sebagaimana dimaksudkan
oleh UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;

f. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satkema melalui penyelenggaraan rapat
koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;

g. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung meaeaan pemeriksaan seperti profil
entitas, pusat dataudit, serta database terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjatgj perencanaan lima tahunan dan tahunan
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksd@emeriksaan yang dilakukan secara
terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kenadafaatas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat karena penilaian atas gsatstrategis daerah dan nasional akan dapat
dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada gaihirakan meningkatkan kualitas dari
rekomendasi pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukunghAfebijakan 1 BPK melalui pelaksanaan
strategi meningkatkan kualitas perencanaan penaanikglan meningkatkan kualitas pemantauan
TLRHP dan kerugian negara.

Strategi Meningkatkan kualitas perencanaan pemerikaan

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dgs BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

adalah terlaksananya konsistensi antara rencanarigeamn dengan pelaksanaan pemeriksaan,

meningkatnya jumlah pemeriksaan kinerja disampiengriksaan laporan keuangan yang bersifat
mandatori, yang sejalan dengan RPIJMN/D 2015-20&RirSitu, kondisi ideal yang ingin dicapai
yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entita

Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah:

a. meningkatkan kualitas perencanaan yang ditunjukian konsistensi pelaksanaan pemeriksaan
dibandingkan denganrencana pemeriksaan tahunan tghgang dalam Rencana Kegiatan
Pemeriksaan (RKP);

b. mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaatakine

c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksadaluné&etepatan waktu penyampaian LHP
kepada entitas/stakeholder.

Cakupan strategi ini meliputi kualitas perencanaameriksaan, pelaksanaiasight yang dilakukan

melalui pemeriksaan kinerja dan penyampaian LHBt tejaktu.



Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP danKerugian Negara

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dps BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
adalah laporan pemantauan TLRHP dan penyelesaiangifie daerah yang disajikan secara
mutakhir dan disampaikan tepat waktu. Maksud dfmatudari strategi ini adalah meningkatkan
kinerja BPK Perwakilan terhadap kualitas pemantalleBRHP dan penyelesaian kerugian daerah
yang dilakukan semesteran. Cakup&trategi ini meliputi penjaminan mutu sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingggas#ékan laporan pemantauan TLRHP dan
kerugian daerah yang berkualitas.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Opeasional Pemeriksaan dan
Kelembagaan

Arah kebijakan untuk Renstra 2016—2020 adalah urgekingkatan keunggulan operasional
pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKMK.BIFokus penguatan operasional
pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelalia penugasan pemeriksaan dan peningkatan
operasional kelembagaan pendukung dan penunjangrigeamn dengan fokus pada proses reviu
dan pengendalian serta penguatan pada peningkafaastian hukum dalam mendasari setiap
kegiatan operasional organisasi.
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeétsaan
Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat perarggemeriksaan akan difokuskan pada aspek
yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja &imeguiksaan yaitu pembagian kerja di antara
struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, prgsggawasan dan reviu di tingkat tim untuk
memastikan hasil pemeriksan yang baik, penataanngamn antara tim pemeriksa dengan pihak-
pihak terkait di entitas selama pemeriksaan beslang, pelaksanaan reviu di dalam tim
pemeriksaan dan dalam organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan paaalee016-2020 antara lain adalah:

a. perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di délanpemeriksaan sehingga setiap unsur
tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawadesai dengan peran dan kompetensinya;

b. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanan pengavsssta reviu di dalam tim pemeriksa
maupun antar tim pemeriksa sehingga pemeriksaakuiihn dengan efisien, efektif, dan seluruh
proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baikgan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi;

c. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi aniargpemeriksaan dengan entitas untuk
tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaanréaonmendasi dengan tetap berpegang pada
nilai-nilai dasar integritas, independensi, darfgsmnalisme;

d. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksagale auditee untuk memastikan adanya
obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pens&ikang prima,

e. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan pasieriksaan oleh setiap pemangku
kepentingan;

f. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatlednpemeriksaan BPK bagi perbaikan
kinerja di entitas.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalatiap penugasan pemeriksaan akan
berdampak pada meningkatnya kualitas laporan pasieriksaan sehingga terjadi perbaikan pada:
a. pemenuhaiguality control danquality assurance;

b. ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomasidtama atas pelaksanaan pemeriksaan;
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c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalanrdapsebelum dituangkan ke dalam lkhtisar
Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Strategi 2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPWgater pelaksanaan seluruh tugas dan

wewenang dalam suatu struktur organisasi yangiejeltig dilengkapi dengan perangkat organisasi

yang diperlukan agar operasionalisasi organisgsatddilaksanakan. Tata kelola organisasi yang

ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efidamn efektif antarsatker dalam organisasi, tidak

adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasas &ualitas kerja dan pelayanan, serta

memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalpenasional kegiatan organisasi dapat

diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang keemg. Strategi meningkatkan kualitas

kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebufdramjang dan pendukung untuk

pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui:

a. pelaksanaan peer review dan pemastian penyeldgaiak lanjut atas rekomendasi peer review;

b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu dakomendasi Itama atas pengembangan
kelembagaan;

c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peratutamdpag-undangan oleh pegawai maupun
organisasi;

d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk dng@@gung bagi seluruh kegiatan terutama
pemeriksaan;

e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonissasi perapgamdang-undangan terutama untuk yang
membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukunghAfebijakan 2 BPK melalui pelaksanaan
strategi meningkatkan hasil pemeriksaan. Melaltat8gi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah terpeyahguality control dan quality assurance
pemeriksaan serta meningkatnya konsistensi danasikdalam penyusunan LHP. Maksud dan
tujuan dari strategi ini adalah untuk menjamin kaalLHP BPK sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan yaitu SPKN, PMP. Cakupé&trategi ini meliputi penjaminan mutu sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingggnamékan LHP atas LK, PDTT, dan Kinerja
yang berkualitas.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Suiver Daya

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasbar daya ini dipilih berdasarkan capaian
yang telah diraih dari Renstra 2011—2015 khususiglam pengelolaan sumber daya manusia,
pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informastaerae-audit, pelaksanaan program reformasi

birokrasi serta struktur organisasi dan tata kel@ag disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014).
Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini ada&diagai berikut.

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melal Pembentukan Talent Pool

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan d&etakapan dan keahlian dari para pegawainya.
Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai mepembentukamalent pool dilakukan dengan
penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasikanlieealiang diperlukan oleh BPK, menarik
para pegawai yang berpotensi, mengembangkan pgeawpetersebut sesuai dengan potensinya,
dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mamlyma karier di BPK.

Pengembangamalent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untukcetek para
pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dtiagp bidang pekerjaan BPK. Keahlian
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pegawai merupakan awal dari pembentukan professonel Keberadaan para ahli-ahli di berbagai
bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi [temilpemimpin BPK di masa depan; merupakan
syarat dapat diterapkannya manajemen Kkarir dan jerapa suksesi dengan lebih baik dan
berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemwamber daya manusia berdasarkan
kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar p&tié periode Renstra, BPK akan memiliki
sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yaging bagi kesuksesan BPK.

Identifikasi atadalent apa saja yang akan dikembangkan dilakukan beldaspada keahlian yang
dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanai@nksahlian yang dibutuhkan dalam proses
pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK dikeahkan untuk menilai keberhasilan
pembangunan pemerintah (RPJMN 2015—2018)ent pool akan disusun berdasarkan jenis
pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan peimdtas pemeriksaan. Untuk mendukung
tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan olehpggamangku kepentingan, maka akan dibentuk
talent pool yang diperlukan dalam melaksanaan kewenangan BiPKkdahlian dalam melakukan
komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kiegan BPK. Adapun untuk mendukung
keberhasilan TS Zalent pool yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yangldkze untuk
menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai denganpgmeriksaan, pengembangan kapasitas
organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis py@sesakan dijadikan prioritas akan disusun pada
periode 2016—2020.

Pengembangatelent pool ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitasadalpembentukan
kompetensi pegawai serta untuk memberikan keakkpada pegawai sesuai dengan potensi yang
mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjeagernya berdasarkan talenta masing-masing.
Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk mieken jalur karir yang akan ditempuh,
BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik tetap berkarya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Tl dan Sgras dalam Tata Kelola Organisasi
Renstra 2016—2020 akan mengoptimalkan pemanfagiaolbgi informasi (TI) serta sarana dan
prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi f@gdiivetas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam
rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja akarufasilitas yang secara langsung dan tidak
langsung berfungsi sebagai penunjang proses pemggeleaan kerja pegawai dalam meningkatkan
kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasnfulumempermudah pelaksanaan operasional
organisasi. Sebagian aplikasi Tl telah dapat diastk&in dengan baik dan sebagian yang lainnya
masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudadgirpemakai untuk mengoperasikan.
Dukungan Tl dalam memastikan keberhasilan Renétt6-2-2020 akan dilakukan dengan ruang
lingkup sebagai berikut:

a. penyusunan grand design pemanfaatan Tl dalam mandegiatan operasional serta tata
kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada

sasaran strategis, strategi, dan indikator kinggana dalam Renstra 2016—2020;
pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertakamg grand design pemanfatan TI;
pelaksanaan pemanfaatan Tl sesuai dengan tata Kéjol

pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI;

pemastian pemanfaatan aplikasi Tl oleh para peraggun

~0oo0C

Teknologi informasi mendukung ketersediaan infointen pengetahuan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkékungan teknologi informasi dilakukan
dengan mengintegrasikan sistem, database dan gariteknologi informasi yang diprioritaskan
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untuk mendukung seluruh proses di setiap strategiand Renstra 2016—2020 dengan
mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi diektigtas dalam pelaksanaan kegiatan,
kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalayepen, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diparilupemenuhan dan pemanfaatan sarpras
dengan optimal. Dalam periode 2011—2015 telah dlak upaya pemenuhan sarpras sesuai
dengan standar yang ada. Oleh karena itu, padadpe#016—2020 perlu dilakukan optimalisasi
pemanfaatan sarpras yang sudah ada. Upaya untulngketkan pemanfaatan sarpras adalah
sebagai berikut:

a. penyusunan grand design pemanfaatan sarpras daadukung

b. kegiatan operasional serta tata kelola;

c. pemastian ketersediaan sarana dan prasaran yatykigm;

d. pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, inépenden, dan profesional

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur peyang diperlukan dalam menjaga dan

meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihetensi pegawai pada tingkat tertinggi.

Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yangusihdilakukan dengan:

a. mengidentifikasikan bentuk-bentuk pelaksanaan fitteg independensi, dan profesionalisme
dalam pelaksanaan kegiatan operasional;

b. menyusun program pengubahan untuk internalisasimisi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana
kegiatan;

c. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;

menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukamgegnciptaan budaya;

e. melaksanakan kegiatan-kegiatan pengubahan melgansership, komunikasi, pelatihan,
pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;

f. melakukan evaluasi secara periodik untuk menildiekieasilan penciptaan budaya integritas,
independensi, dan profesionalisme;

g. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yafakibeerkait pengelolaan perilaku pegawai.

o

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK aksmumbuhkan karakter pegawai BPK yang
diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mageapgpemangku kepentingan.

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-prakik terbaik (best ractice sharing)
Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga peldipbagar dapat mudah menyesuaikan diri
dengan perkembangan lingkungan yang mempengarlgragaannya. Pengetahuan organisasi
merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawaBtyaktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelglaagetahuankijowledege management)
yang pada saat Renstra ini disusun masih pada tavap penyusunan pelaksanaan teknisnya.
Strategi best practice sharing ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi impatasi
knowl edge management.

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-prakeiibaik dilakukan dengan mengapitalisasi

pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan sttépgi dalam Renstra 2016—2020 maupun

melanjutkan program pengubahan yang dilakukan dalarode Renstra 2011—2015. Selain itu,

juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksameachlearning antara satu satker dengan satker

yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016—2020 &dala

a. melakukan identifikasi praktik terbaik yang adaal®ik terbaik adalah praktik-praktik yang
sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan
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b. telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagissakerja, para pelaksananya dan berpotensi
bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;

c. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untydatditularkan ke satuan kerja lainnya;

d. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satkerja lainnya atau organisasi lainnya
sepanjang memungkinkan;

e. memperbaiki proses bisnis, peraturan atau peratgjkatlya untuk memastikan praktik terbaik ini
lestari.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan imi@lementasi Renstra 2016—2020
didukung oleh sumber daya keuangan negara. Olem&atu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus
dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mempkahaperaturan perundangan yang berlaku.
Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggarakutihn dengan menerapkan penganggaran
berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahlwarke yang dihasilkan memberikan manfaat
kepada organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukunghAfebijakan 3 BPK melalui pelaksanaan
strategi meningkatkan kualitas organisasi, menitkgha kompetensi pegawai, dan meningkatkan
kinerja anggaran.

Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi Lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Barat

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin diga BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
adalah mewujudkan organisasi yang efektif. Maksuah dujuan dari strategi ini yaitu
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada meeujiptanya organisasi efektif. Cakupan
sasaran strategis ini meliputi peningkatan atasntakilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat, pemanfaatan Tl dan pemenuhan gar@s@ana yang mendukung tugas dan fungsi
satker, Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dasechpaikan tepat waktu serta terlenggaranya
media relation sebagai sarana untuk memperkenalkan BPK kepadsama#iat Sumatera Barat.

Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai LingkungarBPK Perwakilan Sumatera Barat

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dps BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
adalah pegawai mempunyai kompetensi yang dibutulkdnk melaksanakan tugas dan fungsi
BPK. Maksud dan tujuan dari strategi ini yaitu pggamemiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
selalu ditingkatkan melalui pelatihdmowledge sharing, dan pendidikan informal lainnya. Cakupan
strategi ini meliputi pemenuhan standar jam pedatibagi Pemeriksa dan pegawai non-Pemeriksa.

Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran Lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Barat

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dps BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
adalah tercapainya ouput kegiatan sesuai yang ddinakan dalam RKP/RKSP dengan
menggunakan anggaran yang efisien. Maksud dan ntujdari strategi ini yaitu untuk
mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai demigaippenganggaran berbasis kinerja dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK PerwaRilavinsi Sumatera Barat. Cakupan strategi ini
meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antarenpanaan dan implementasi, pencapaian
keluaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

14



B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agpad@dangunan nasional dalam RPJMN 2015-
2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksatamd&enstra BPK 2016-2020. Kebijakan

Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pes@ik yang akan menjadi perhatian BPK
selama periode 2016-2020.

Untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT akan dilakukangdn menetapkan tema-tema pemeriksaan
berdasarkan RPIJMN 2015-2019. Tema pemeriksaan tawk 2016-2020 terdiri dari kesehatan,
pendidikan, karakter dan mental, kependudukan deoakga berencana, ketersediaan pangan,
ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pagunan wilayah, pemerataan pembangunan,
keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reforrbaskrasi, serta peningkatan efisiensi dan
efektifitas dan daya saing BUMN/D sebagaimana da&ambar dibawah ini.

Gambar 2. Tema dan Fokus Pemeriksaan

LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian dan Keuangan Negara
(1)Reformasi Keuangan Negara; dan
(2)Efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN.

DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI DIMENSI
MANUSIA PEMBANGUNAN PEMERATAAN &
Pendidikan SEKTOR UNGGULAN KEWILAYAHAN

(1) Program Indonesia Pintar;
(2) Manajemen guru; Ketersediaan Pangan Pembangunan
(3) Akses, kualitas, dan relevansi perguruan (1) Produksi Pangan; Kewilayahan
tingi. (2) Peningkatan Ketahanan Air (1) Desa dan kawasan pedesaan;
g (2) Kawasan Perbatasan;
(3) Konektivitas Nasional - Darat,
Udara dan Jalan.

Kesehatan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Ketersediaan Energi &
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketenagalistrikan

Penyediaan energi dan
Kependudukan & KB Y 8 Pemerataan Pembangunan

ketenagalistrikan. Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) - Jaminan Sosial
Mental & Karakter Kemaritiman & Kelautan Ketenagakerjaan.
Konektivitas Nasional - Transportasi

laut.

Data dan Informasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah.

KONDISI PERLU:

Keamanan dan Ketertiban Tata Kelola & RB
Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam strategi pemeriksaan, BPK Perwakilan Provéhenatera Barat akan mendukung arah dan
kebijakan BPK dalam mengawal dan memastikan progmargram prioritas pembangunan yang
sudah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK PdamaRrovinsi Sumatera Barat dalam rangka
meningkatkan efektifitas pemeriksaan akan dilakuk@rsama-sama dengan Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang telah terdaftar di BPK serta oleh ApaR#ngawasan Intern Pemerintah (APIP),
termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan danrigeméaa (BPKP).
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Bab IV
Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi

A. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan mengambarkan perangkat oaganygng diperlukan BPK dalam
melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaéputi organisasi, dan integrasi
pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.
Organisasi
Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompogsar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis
yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan futgsiauBPK dalam melakukan pemeriksaan
keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penginjamg bertugas untuk memberikan
dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegemaeriksaan, serta (3) kelompok satuan
kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakkand@an, fasilitas, sarpras sehingga seluruh
kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kesjar dii dalam Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan pertganggaran dilakukan berdasarkan
struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK NdI3XII1.2/7/2014. Setiap satker eselon Il
akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategisitin yang muncul karena pelaksanaan
Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatamng bersifat strategis biasanya berbentuk
proyek yang akan berlangsung untuk kurun wakteméutdan memiliki tujuan yang jelas.

Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan olelrutelsatker yang ada di BPK. Peran dari
setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tigéu ydi) koordinator yang bertugas untuk

pengelolaan suatu IS, (2) satker pelaksana yatkersgang bertugas atau bertanggung jawab
untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dal&mdan (3) satker terkait adalah satker yang
akan menjadi end-user dari hasil IS.

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikafaahg/ang konkrit bagi organisasi atau
sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan pengangdmdiasis kinerja dan target program
reformasi birokrasi dalam merubah mind set darupeilset. Memperhatikan hal tersebut, maka
untuk pelaksanaan Renstra 2016—2020 akan dipastikafaat bagi organisasi akan terukur dan
terealisasi. Pencapaian target Renstra dilakukam dbkelola melalui pelaksanaan
program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tafsp tahagdnstallation, tahapadoption dan
tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dasiatifi tersebut telah menjadi bagian dari
pekerjaan rutin sehari-hari pegawai di organisasi.

Tahapinstallation adalah tahapan pengembangan perangkat sepeikahi petunjuk teknis,
mekanisme kerja, program aplikasi atau pengembarmEmangkat yang diperlukan agar
pengubahan tersebut dapat dilakukan oleh pegavatiapradoption adalah tahapan untuk
mempersiapkan para pegawai yang akan memanfaatdaar&n yang dihasilkan pada saat
installment. Tujuan dari taha@adoption ini adalah untuk memastikan para pegawai siap ateng
perubahan baru dengan resistensi minimal. Pada megdwai sudah dapat melaksanakan
pekerjaan dengan cara baru atau mekanisme kergabsm maka perlu dilakukan pemantapan
atau reinforcement agar perubahan yang sudah gda loierlanjut. Saat perubahan sudah menjadi
kegiatan rutin, maka diharapkan manfaat yang dikegi dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pada inisiatif yang rumit dan berisiko tinggi, makstuk memastikan efisiensi dari pengelolaan
kegiatan, perlu dilakukapiloting pada tahapnstallment. Misalnya, pada pengembangan suatu
aplikasi, sebelum aplikasi tersebut dikenalkan Bappara pengguna akhir perlu dilakukan
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piloting atau uji cobaPiloting yang pertama inip{loting installation) untuk memastikan aplikasi
telah memenuhi kebutuhan pengguna aldrid (iser). Hal ini adalah untuk menghindari adanya
resistensi dari para pengguna akhir. Demikian patak suatu proses adopsi yang sangat rumit,
perlu juga dilakukan piloting dengan tujuan untulerastikan pada saat program tersebut
diperkenalkan kepada pengguna akhir sudah tidaknadalah lagi.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Bikwasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak t&0@7, dimana BPK merupakan satu dari
lima kementrian/lembaga yang dijadikaroting dalam pelaksaanan program RB. Program
mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaianajemen pengubahan untuk merubah
mind set danculture set aparatur, peraturan perundang-undangan, organistslaksana, sumber
daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitepedayanan publik.

Secara umum, area pengubahan yang ada di dalamapré&B sama dengan yang dilakukan di
dalam Renstra BPK vyaitu mencakup pengubahan padarana kapasitas organisasi,
profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam bengan dengan para pemangku kepentingan.
Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di Bffasdengan pola dalam pelaksanaan
inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstaitu dengan menunjuk satker koordinator
untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungseiwggaimana tertuang dalam SOTK 2014.

Pada pelaksanaan RB di tahun 2011—2015, pelaksgmagmam RB dilakukan oleh Tim
Program Management Office Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016—828Ran
disusun suatu struktur organisasi yang terintegl@sgan struktur pelaksanaan IS.

. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukutakgmnaan Renstra 2016—2020 melalui

identifikasi dan pengkajian regulasi atau peratyraraturan yang dibutuhkan guna mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkanndd&@nstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah
memiliki serangkaian peraturan perundang-undangag ylapat mendukung pelaksanaan tugas
dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas deenag BPK adalah UUD 1945. Sementara
pada level undang-undang, pelaksanaan tugas daanaeg BPK diatur dalam paket peraturan
perundang-undangan bidang keuangan negara yaiig &sad UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1
Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15unaB006. Disamping peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amamaltud No. 15 Tahun 2006 untuk
menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengaelalaa tanggung jawab keuangan negara
melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat kppihak yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksteangun internal. Pada saat Renstra
2016—2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPikumendukung tugas dan wewenang.
Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPKa jiegdapat produk-produk peraturan yang
sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Kegain BPK. Sampai dengan saat ini, telah
terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputkspumtusan tersebut banyak mengatur
mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksapatumjuk teknis, dan pedoman dalam rangka
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawamgean negara. Selain itu, keputusan BPK
juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kelbijpemeriksaan, dan struktur serta tata kerja
organisasi.
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Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersemtindak sebagai kerangka regulasi dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKnsentderikan kontribusi positif terhadap
implementasi Renstra 2016—2020, sekaligus membeplggung hukum bagi berbagai agenda
pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi jugialkan untuk menjawab kebutuhan dalam
pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemerikemaatik kinerja. Kajian hukum atas
peraturan perundang-undangan yang relevan dengaa pemeriksaan kinerja tersebut harus
dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antageatyran perundang-undangan yang
mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengatupsngperaturan yang diterbitkan oleh BPK;
dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-uadaygng mengatur entitas atau obyek
pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari prisseadalah untuk mengharmonisasikan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelaaanpemeriksaan keuangan negara serta
peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaragate kewenangan BPK dan tidak tumpang
tindih satu sama lain.
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A. Target Kinerja

Bab V
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Untuk mengukur keberhasilan dan capaian Renstra
ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja

Bervakilan Provinsi Sumatera Barat,

Sasaran Nama IKU Target RIR
Strategis 2016 2017 2018 2019 2020
SS1. IKU 1.1 Presentase penyelesaian tindak0% 65% 70% 75% 80%
Meningkatnya lanjut atas rekomendasi Hasil
Pemanfaatan Pemeriksaan
Hasil IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas 3,60% 3,65% 3,70% 3,75% 3,80%
Pemeriksaan Kinerja BPK
IKU 1.3 Prosentase Penyampaian LHP100% 100% 100% 100% 100%
yang mengandung unsur Tindak Pidaha
ke APH
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
permintaan penghitungan kerugian
negara
IKU 1.5 Tingkat pemenuhan pemberign100% 100% 100% 100% 100%
keterangan ahli
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan| 1 1 1 2 2
Pertimbangan yang dimanfaatkan
Ditama Revbang
SS2. IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara 85% 85% 85% 90% 90%
Meningkatkan Rencana Pemeriksaan dan pelaksangan
kualitas pemeriksaan
Perencanaan IKU 2.2 Rasio jumlah LHP Kinerja 16% 16% 16% 16% 16%
Pemeriksaan terhadap seluruh LHP
IKU 2.3 Ketepatan waktu penyerahan| 100% 100% 100% 100% 100%
LHP
SS 3. IKU 3.1 Pemenuhan quality control 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan (QC) pemeriksaan
kualitas Hasil IKU 3.2 Pemenuhan quality assurance 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeriksaan (QA) pemeriksaan
IKU 3.3 Tingkat konsistensi dan 100% 100% 100% 100% 100%
akurasi penyajian LHP
SS 4. IKU 4.1 Tingkat kemuktahiran data 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan
kualitas IKU 4.2 Jumlah laporan pemantauan | 40 40 40 40 40
pemantauan penyelesaian kerugian negara
TLRHP dan IKU 4.3 Ketepan waktu penyampaian| 100% 100% 100% 100% 100%
Kerugian Negara | laporan pemantauan penyelesaian
kerugian negara

19




Sasaran Nama IKU Target RIR

Strategis 2016 2017 2018 2019 2020
SS 5. IKU 5.1 Hasil evaluasi Itama atgsA A A A A
meningkatkan akuntabilitas kinerja PWK Sumbar
kualitas organisas| IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan TI 100% 100% 100% 100% 100%

di lingkungan IKU 5.3 Prosentase penyusunan Bgs6% 0% 0% 0% 0%
PWK Sumbar Practice
IKU 5.4 Prosentase penyebarab Bgst% 0% 0% 0% 0%
Practice

IKU 5.5 Prosentase ketetapan waktd00% 100% 100% 100% 100%
penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja PWK Sumbar
IKU 5.6 Prosentase ketetapan waktd00% 100% 100% 100% 100%
penyampaian laporan bulanan

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang2 2 2 2 2
dilaksanakan
IKU 5.8 Tingkat pemenuhan saran@®0% 90% 90% 95% 95%
prasarana
SS 6. IKU 6.1 Prosentase pemeriksa yand00% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan memenuhi standar jam pelatihan
kompetensi pemeriksa
pegawai PWK IKU 6.2 Prosentase pegawai yan®0% 90% 90% 95% 95%
Sumbar memenuhi jam pelatihan
teknis/manajerial (non pemeriksa)
SS7. IKU 7.1 Tingkat kinerja implementasi 80% 85% 85% 90% 90%

Meningkatkan anggaran di lingkungan PWK Sumbar
Kinerja Anggaran
di lingkungan
PWK Sumbar

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersdatalksahakan melalui 3 (tiga) program. Setiap
program terdiri dari beberapa kegiatan. Programidematan menggambarkan tugas dan fungsi dari
struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan PenBumatera Barat sebagai berikut:

Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 1, terdiri dari beberapa kegiatémagai berikut.

1. Pemeriksaan Keuangan Negara.

2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.

3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.

4. Perhitungan Kerugian Negara.

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksaran Tugas Teknis Lainnya
Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatdragai berikut.

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kergmtagr Negeri.

2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia.

3. Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban gaud&PK.

4. Layanan Diklat Keuangan Negara.
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Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasaranaparatur BPK
Program Generik 2, terdiri dari beberapa kegiatdragai berikut.

1. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sge@aan Umum.

2. Layanan dan Pengembangan Teknologi Informasi

D

D

D

B. Kerangka Pendanaan
Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi stsitategi dalam Renstra 2016—2020 perlu
didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari selyilak serta pendanaan yang mencukupi.
Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsia&uen Barat dapat berasal dari APBN,
pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluny@amakan dikelola melalui tiga program
penganggaran sebagai berikut.
1. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
2. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelakgsahagas Teknis Lainnya.
3. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasapanatur BPK.
Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Prouomatera Barat sampai dengan tahun 2020
adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2020
No | Program/Kegiatan/Keluaran 2016 2017 2018 2019 2020
1 Program Dukungan Manajemeén 9.949.931.000 10.944.924.100 12.039.416.5103.243.358.161 14.567.693.977,1
dan Pelaksanaan tugas tekpis
lainnya BPK
a | Layanan Kesekretariatah, 1.782.884.00( 1.961.172.400 2.157.289.640 2.373.018.604 2.610.320.464,4
Kehumasan dan Kerjasama
LN
b | Manajemen SDM 7.373.471.000  8.110.818.1008.921.899.910  9.814.089.901 10.795.498.891,1
c | Pengelolaan dap  793.576.000 872.933.600 960.226.960 1.056.249.656 1.161.874.621,6
pertanggungjawaban
Keuangan Negara
2 Program Peningkatan Sarana dan 3.610.242.000 3.971.266.200 4.368.392.8204.805.232.102 5.285.755.312,2
Prasarana Aparatur BPK
a | Pengelolaan Sarana dan 3.610.242.00( 3.971.266.200 4.368.392.820 4.805.232.102  5.285.755.312,2
Prasarana serta pelayanan
umum
3 | Program Pemeriksaan Keuanganl2.423.950.000  13.666.345.00015.032.979.500 16.536.277.450 18.189.905.195,0

Negara

D

negara dan pemantauan
penyelesaian kerugian

negara

a Pemeriksaan Keuangan 12.423.950.000 13.666.345.000 15.032.979.500 16.536.277.450 18.189.905.195,0

D

Total 25.984.123.000  28.582.535.30031.440.788.830 34.584.867.713 38.043.354.484,30
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Bab VI
Penutup

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan ProBnsnatera Barat tahun 2016-2020 memuat visi,
misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arafjakain dan strategi organisasi, serta target kandgn

kerangka pendanaan.
Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang dinatars menyesuaikan dengan perkembangan

organisasi dan arah kebijakan BPK. Peran aktif sldrun pegawai BPK Perwakilan Sumatera Barat
dalam rangka implementasi Renstra ini sangat ditkatu dalam mendorong tercapainya visi dan misi

yang telah ditetapkan.

Akhirnya, Renstra 2016-2020 ini kami harapkan dapanjadi pedoman bagi para pelaksana BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukgasnya melalui kerja sama dan komunikasi
yang efektif di internal BPK dan para pemangku kéipgan.
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1 III

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor:

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818, Faks (0751) 40811
http://padang.bpk.go.id/
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